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ABSTRAK

Riset berikut bersifat deskriptif, data primer didapat dari informan utama antara lain: kepala desa,
ketua RT, dan Masyarakat sedangkan data sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang
menyangkut dengan UU, buku-buku dan hasil riset lainnya mempunyai kaitan dengan masalah ini.
Riset berikut metode kualitatif dengan memakai triangulasi. Penelitian informan didasarkan
kelayakan dan kecukupan menjadi landasan penelitian informan. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan berpartisipasi masyarakat, masyarakat harus
sadar dan memahami makna dari pembangunan karena pembangunan adalah bentuk perhatian
pemerintah desa terhadap kemajuan setiap desa dalam ini pembangunan jalan desa, penataan
penempatan jalan antara jalan atau gang, dilakukan oleh pemerintah desa yang dilakukan langsung
di lapangan, masyarakat juga ikut ber berpartisipasi dalam proses pembangunan Kkarena,
pembangunan sebuah desa ialah hak dan kewajiban masyarakat desa itu sendiri,sehingga
masyarakat sendiri dapat merasakan manfaat pembangunan yang berinovasi dan berkelanjutan
dengan demikian masyarakat sendiri yang akan menikmati pembangunan itu sendiri.

Kata kunci: Berpartisipasi, Masyarakat,Pemerintah Desa, dan Infrastruktur Jalan.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan wilayah tampaknya didominasi, setidaknya untuk saat ini, oleh strategi yang
mengutamakan pembangunan masyarakat pedesaan di atas pembangunan perkotaan
(keseluruhan). Padahal, dominan warga Indonesia bertempat tinggal di Desa, yang biaya hidupnya
masih relatif rendah. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 terkait PEMDA dan UU No. 33 Tahun
2004 terkait penyeimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, melaksanakan
desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap daerah
untuk menikmati rekreasi dan mengembangkan kemandirian. dalam mengelola daerah. Pasal 202
sampai dengan 216 UU tersebut mengatur tentang peraturan desa.No.32 Tahun 2004, yang
memberikan kesempatan kepada desa untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan
pembangunan.Selain itu, UU nomor 32 Tahun 2004 juga memberikan kata “desa” yang baru
artinya: dari pada menjadi wilayah administrasi, sekarang menjadi wilayah khusus yang memiliki
kekuasaan untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan dari mana asalnya. penting untuk
menjaga proses desentralisasi sampai ke tingkat desa. Artinya pemerintah kabupaten dan kota
harus mampu memaknai hakikat ekonomi daerah sebagai perwujudan menciptakan masyarakat
desa yang mandiri dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah desa (adanya
pengakuan terhadap ekonomi yang dimiliki oleh desa). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerinta
kabupaten hanya menjalankan urusan-urusan yang belum bisa dikelola secara mandiri oleh desa
serta memberikan fasilitas dan peringatan kapasitas kepada desa untuk segera mungkin mampu

menjalankan unsur — unsur yang saat ini belum bisa dilaksanakan oleh desa (Mohammad Mulyadi,



2019). Agenda kesejahteraan rakyat yang merupakan agenda ketiga dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan yang wajib melaksanakan dengan cara relevan agar bisa
terpenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur.
Secara kuantitas dan kualitas, pembangunan infrastruktur daerah merupakan komponen penting
dalam pembangunan nasional. Hal ini memastikan ketersediaan fasilitas umum yang dapat
meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Setelah Kabupaten
Banyuwangi, Kabupaten Malang adalah daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Juga memiliki
banyak potensi untuk hal-hal seperti pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lain-
lain. Hal-hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar, dan jalur akses infrastruktur fisik sangat

dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di suatu wilayah atau desa.

Di Indonesia, tujuan pembangunan nasional dituangkan pada pembukaan UUD 1945 alinea
keempat. Tujuan tersebut diantaranya kemajuan kesenjangan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, melindungi segenap bangsa dan tanah airnya, serta ikut serta dalam memelihara ketertiban
dunia. kemajuan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sebagai wujud pelaksanaan
pemerintah, berbagai rencana dan program pembangunan daerah telah disusun dan dilaksanakan
oleh pemerintah pusat melalui instansi daerah. Pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa
Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang , merupakan salah satu program pemerintah
(Pasal 1 angka 4 UU No0.38 Tahun 2004 tentang Jalan). Hal ini dikarenakan pembangunan
infrastruktur jalan desa bertujuan untuk menghubungkan RT yang berbeda dan memudahkan
masyarakat mengakses lahan pertanian. Dinyatakan pada UUD 1945 bahwasannya ber
berpartisipasi ialah hak dasar warga negara dan berpartisipasi politik adalah untuk asas dasar
demokrasi, berdasarkan landasan hukum bagi berpartisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor

78, pasal 78, ayat 2 Menurut Keputusan Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa mempunyai



tujuan sebagai peningkatan kesenjangan dan kualitas hidup di pedesaan, mengurangi kemiskinan
dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana di desa, menumbuhkan

ekonomi lokal, dan memanfaatkan SDA dan lingkungan berkesinambungan.

Berpartisipasi masyarakat bisa bermacam-macam bentuknya, antara lain berpartisipasi
langsung dalam program pemerintah, sumbangan uang, waktu, ide, atau bahkan penolakan
terhadap kebijakan pemerintah. Padahal berpartisipasi masyarakat diperlukan bukan sekedar disaat
melaksanakan akan tetapi juga sejak tahap planning. Dalam mengambil kebijakan, berpartisipasi
masyarakat masih terbatas pada berpartisipasi untuk pelaksanaan program atau kegiatan

pemerintah.

Dalam pembangunan diperlukan pola manajerial untuk mencapai tujuan program pada
masing-masing lembaga. Pola manajerial dirancang agar masyarakat dapat merasakan dan
menikmati hasil pembangunan dan program pemerintah lainnya. Kesadaran dan berpartisipasi
aktif selurun masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan
merupakan salah satu syarat. Selain itu, masyarakat harus diarahkan dan dibimbing oleh kebijakan
pemerintah dalam rangka bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Menurut Mulyadi,
Mohammad, “berpartisipasi masyarakat” mengacu pada berpartisipasi sukarela masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan, serta perencanaan dan pelaksanaan program, di mana mereka
menerima manfaat dari program-program tersebut dan berpartisipasi dalam evaluasi program
untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya.2020). Karena proses pelibatan disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing individu, berpartisipasi masyarakat juga dapat berarti kesediaan untuk
membantu menyukseskan suatu kegiatan tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri. Kesediaan
membantu ini tidak dipaksakan. Berpartisipasi masyarakat sebagai sarana utama untuk mencapai

tujuan program pemerintah desa.



Diuraikannya penjelasan diatas sehingga penulis tertarik mengangkat judul « Berpartisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Landungsari Kecamatan

Dau Kabupaten Malang”.

1.2. Rumusan Masalah
Secara umum problematika yang dapat dirumuskan dari riset berikut ialah bagaimana
berpartisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Desa Landungsari
Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat didasarkan pada latar belakang sebelumnya. perumusan:
1. Bagaimana berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa
Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur jalan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian
Riset berikut terdapat tujuan yang sudah dipaparkan dibawah pada dasarnya berpacu pada
perumusan permasalahan. Berikut tujuan dari riset ini ialah:
1. Agar mengetahui berpartisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur jalan Desa
Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berpartisipasi masyarakat dalam

membangun infrastruktur jalan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.



1.4. Manfaat Penelitian

Harapannya rist berikut memberikan kemanfaatan yang mana seperti berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Riset yang dilakukan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah bagi penyempurnaan

kajian yang arahnya kepada pengembangan ilmu pengetahuan, lebih-lebih yang berkaitan

dengan masalah perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil pembangunan.

Hal ini juga bisa berfungsi sebagai dasar untuk studi banding tambahan..

2. Secara Praktis

a.

Bagi Akademis

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat menggunakan
temuan penelitian ini sebagai masukan dalam upaya meningkatkan berpartisipasi
masyarakat di berbagai bidang, khususnya pembangunan infrastruktur di Desa

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui lebih jauh tentang proses berpartisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur jalan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten

Malang, dan untuk memberikan informasi tambahan mengenai hal tersebut.

. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui berpartisipasi dalam proses Pembangunan Infrastruktur
dan pembangunan Desa dalam bidang pembangunan Infrastruktur jalan yang

dilaksanakan oleh warga Desa Landungsari kecamatan Dau Kabupaten Malang.
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